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ABSTRAK 

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera 

janji. Hal tersebut diwujudkan dengan disediakannya cara-cara pelaksanaan eksekusi yang lebih mudah daripada 

melalui gugatan seperti perkara perdata biasa. Namun dalam prakteknya banyak terdapat hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan dari hak eksekutorial yang terdapat pada Hak Tanggungan.  Dengan adanya bantahan tersebut maka pihak 

kreditur yang piutangnya telah dijamin dengan Hak Tanggungan, tertunda dalam melaksanakan hak sesuai peraturan 

tentang Hak Tanggungan yaitu hak eksekutorial. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang kekuatan eksekutorial dari 

sertipikat Hak Tanggungan dalam pemenuhan hak-hak para pihak yang terikat dalam jaminan dengan Hak Tanggungan 

serta prosedur dan kekuatan eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan dalam pemenuhan hak-hak para pihak sudah 

terpenuhi dalam proses Eksekusi Hak Tanggungan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh, melalui penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penguat. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan, Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan kekuatan eksekutorial yang 

besar kepada sertifikat Hak Tanggungan, yaitu dengan dicantumkannya irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga kedudukan dari sertifikat Hak Tanggungan sama dengan Putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Adapun cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat Hak Tanggungan dilakukan 

melalui dua cara yaitu eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

dan eksekusi melalui titel eksekutorial yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dan 

kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Hak Tanggungan telah dijalankan sesuai dengan aturan eksekusi Hak 

Tanggungan yang diatur dalam Undang- Undang Hak Tanggungan. Sehingga pemenuhan hak-hak para pihak juga 

terlaksana dengan baik. 

 

Kata kunci: perjanjian, kredit dan eksekusi jaminan 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari 

pembangunan nasional merupakan salah satu upaya 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan 

pembangunan tersebut yang para pelakunya meliputi 

baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-

perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana 

dalam jumlah yang besar. Bertambah meningkatnya 

pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang 

ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup 

besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan 

yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat 

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, adil, dan makmur. 

Bank adalahsebuah badan yang aktivitasnya 

meliputi kegiatan penerimaan dana dari masyarakat 

dalam berbagai bentuknya (giro, deposito, tabungan 

dan lainnya) yang sudah jelas memerluka persyaratan 

khusus untuk mendirikannya.
1
 

Apabila Bank menerima permohonan kredit dari 

nasabah bank ataupun pihak lainnya, maka bank perlu 

melakukan analisis terlebih dahulu terhadap 

permohonan kredit tersebut, analisis yang dilakukan 

bank tersebut meliputi:
2
 

a. Character (watak); 

b. Capacity (kemampuan); 

c. Capital (modal); 

d. Collateral (jaminan); 

e. Condition (keadaan). 

Salah satu unsur yang penting dalam analisis 

tersebut adalah jaminan yang diberikan oleh debitur, 

jaminan berarti harta kekayan yang dapat diikat sebagai 

jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang 

jika dikemudian hari debitur tidak dapat melunasi 

hutangnya yaitu dengan jalan menjual jaminan dan 

                                                 
1
 Zaenal asikin, 1997,pokok-pokok hukum perbankan, 

jakarta, hal 25 
2
 Abdulkadir Muhamad, Segi Hukum Lembaga 

keuangan dan Pembiayaan, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2000), hlm. 82. 
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mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan 

yang menjadi jaminan tersebut. 

Wanprestasi yang dimaksud jika kreditur tidak 

melakukan apa yang dijanjikan, maka ia melakukan 

wanprestasi, ia ingkar janji, atau melanggar perjanjian, 

bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak 

boleh dilakukannya.
3
 

Perkataan wanprestasi sebagaimana yang 

dijelaskan di atas mempunyai hubungan dengan 

perkataan kredit macet, sebagaimana diketahui bahwa 

tidak semua kredit yang diberikan kepada debitur dapat 

dikembalikan dengan baik karena biasanya 

pengembaliannya sebagian akan lancar dan sebagian 

lagi akan menuju kearah kemacetan.
4
 

Untuk menyelamatkan kredit macet tersebut 

Bank melakukan penjadwalan kembali dengan debitur 

terhadap pemenuhan kredit yang dituangkan dalam 

Persetujuan Perpanjangan. Dalam perkembangan 

selanjutnya Bank juga melakukan pengurangan utang 

debitur dari Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) 

menjadi Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah). 

Dengan itikad untuk melakukan penyelamatan kredit 

Bank melakukan penjadwalan kembali untuk yang 

kedua kalinya atas utang debitur. Ternyata walaupun 

telah dilakukan penjadwalan kembali untuk yang kedua 

kalinya debitur masih tidak melakukan pemenuhan atas 

kewajibannya. 

Maka kreditur akhirnya memutuskan untuk 

melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan 

oleh debitur yaitu Hak Tanggungan. Untuk melakukan 

eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksnakan oleh 

“Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang” 

KPKNL. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Pelaksanaan 

Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak 

Tanggungan Di PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal’’. 

 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kredit 

macet yang diikat dengan hak tanggungan di PT 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha 

Rakyat Cabang Tegal? 

b. Apa hambatan yang terjadi dan apa solusinya 

dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang 

diikat dengan hak tanggungan? 

c. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan apabila debitur wanprestasi dalam 

perjanjian kredit yang diikat dengan hak 

tanggungan? 

                                                 
3
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 

1998), hlm. 45. 
4
 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank 

(Bumi Aksara, 2000), hlm. 168. 

B. Pembahasan  

 

1. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet yang 

diikat dengan Hak Tanggungan di PT Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha 

Rakyat Cabang Tegal? 

Tindakan penyelesaian kredit bermasalah yang 

dilakukan oleh PT. BTPN Cabang Tegal disini adalah 

dengan melakukan tindakan restrukturisasi pinjaman, 

pengalihan fasilitas dan pelunasan sebagian atau 

seluruhnya.
5
 

a. Rescheduling 

Adalah upaya penyelamatan kredit dengan 

melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian 

kredit dengan melakukan perubahan yang di 

kenakan dengan jadwal pembayaran kembali kredit 

atau jangka waktu, termasuk grace period baik 

termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. 

b. Reconditioning  

Adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara 

melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian 

kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan 

jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, 

namun perubahan tersebut tannpa memberikan 

tambahan kredit atau  tanpa melakukan konversi 

atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi 

equity perusahaan. 

c. Restructuring 

Adalah upaya penyelamatan dengan melukan 

perubahan syarat perjanjian kredit atau melakukan 

konversi atas seluruh kredit menjadi equity 

perusahaan. 

 

2. Hambatan Yang Terjadi Dan Apa Solusinya 

Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet 

Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan? 

Berdasarkan hasil wawancara dan questioner 

penulis dengan informan (narasumber) dari penelitian 

lapangan yang telah penulis lakukan, maka faktor-

faktor yang menjadi hambatan terjadinya Kredit 

Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:  

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat 

menjadi hambatan terjadinya kredit bermasalah dapat 

digolongkan menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal, faktor intern Bank sebagai penyebab kredit 

bermasalah antara lain:
6
  

a. Rendahnya Kemampuan Atau Ketajaman Bank 

Melakukan Analisis Kelayakan Permintaan Kredit 

Yang Diajukan Oleh Debitur. 

b. Lemahnya Sistem Informasi Kredit Serta Sistem 

Pengawasan Dan Administrasi Kredit Mereka. 

                                                 
5
 Wawancara dengan Bpk. Andri, SE., Account Officer 

BTPN Cab. TEGAL, Tanggal 21 Februari 2017 
6
 Wawancara dengan Bpk. Danny, SE., Bagian SPV 

MUR BTPN Cab. Tegal, Tanggal 21 Februari 2017 
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c. Campur Tangan Yang Berlebihan Dari Para 

Pemegang Saham Bank Dalam Keputusan 

Pemberian Kredit. 

d. Pengikatan Jaminan Kredit Yang Kurang 

Sempurna. 

Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk 

mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau 

sektor-sektor usaha tertentu, kadang-kadang membawa 

dampak kurang menguntungkan bagisector usaha yang 

lain. Apabila bidang usaha debitur kebetulan terkena 

dampak kurang menguntungkan dari peraturan 

pemerintah tertentu, maka peraturan tersebut dapat 

menjadi sebab menurunnya hasil usaha dan likuiditas 

keuangan mereka.  

Dalam banyak kejadian, penurunan hasil 

penjualan produk bahkan dapat mengakibatkan debitor 

menderita kerugian. Oleh karena sumber dana intern 

perusahaan untuk membayar kembali kredit adalah laba 

sesudah pajak dan dana penyusutan, maka menurunnya 

keuntungan akan menurunkan kemampuan debitur 

melunasi kredit. 

Ada 4 (empat) macam faktor ekstern penyebab 

kredit bermasalah, yaitu:
7
  

a.  Kegagalan usaha debitur;  

b.  Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku 

bunga kredit;  

c.  Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan 

yang tidak sehat oleh debitur yang tidak 

bertanggung jawab, dan;  

d.  Musibah yang menimpa perusahaan debitur. 

 

3. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Apabila 

Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit 

Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan? 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti 

pada responden, Apabila debitor wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian kredit pihak bank tidak 

langsung melakukan eksekusi, akantetapi tetap 

berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap 

nasabah. Pendekatan ini dilakukan agar sedapat 

mungkin diperoleh penyelesaian kredit bermasalah 

secara damai tanpa melalui eksekusi. 

Apabila hal ini juga tidak direspon oleh 

debitor/pemberi Hak Tanggungan, lalu berdasarkan 

sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi jaminan 

kredit debitur, bank mengajukan permohonan eksekusi 

Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan setempat.  

Cara eksekusi yang digunakan demikian adalah 

merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan, 

karena sebelumnya ada cara yang sifatnya tidak ada 

unsur paksaan oleh kreditur kepada debitur untuk 

memenuhi kewajibannya yaitu penjualan dibawah 

tangan atas kesepakatan  kedua belah pihak dan 

penjualan melalui lelang. 

                                                 
7
 Wawancara dengan Ibu Evvi Linny, ABSS BTPN 

MUR Tegal, Tanggal 22 Februari 2017 

Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan 

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996, sesungguhnya tidak memerlukan fiat pengadilan 

akan tetapi ketentuan mengenai fiat/penetapan 

pengadilan masih sering dipersoalkan baik oleh bank 

selaku kreditur/pemegang Hak Tanggungan maupun 

Pengadilan Negeri.  

Untuk itu alangkah baiknya Pengadilan Negeri 

dilibatkan pada awal kredit, dalam hal mengeluarkan 

Rekomendasi kepada debitor pada saat pihak 

bank/kreditur merealisasikan perjanjian kredit tersebut. 

Adapun bunyi dari rekomendasi itu adalah sebagai 

berikut:  

a. Debitur ini layak untuk mendapatkan kredit/ 

pembiayaan dari bank; 

b. Debitur akan bertanggung jawab apabila 

wanprestasi, akan diserahkan kepada KP2LN untuk 

dijual secara lelang dengan menggunakan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. 

 

C. Penutup  

1. Kesimpulan 

a) Penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian 

kredit pada lembaga perbankan dengan jaminan hak 

tanggungan, bahwa penyelesaian secara damai 

merupakan upaya penyelesaian kredit yang 

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank 

dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik 

maupun kooperatif dalam upaya penyelesaiankredit 

bermasalah. 

Kemudian penyelesaian selanjutnya dengan 

penagihan yang dilakukan dengan mendatangi 

debitur secara langsung, dan debitur diminta 

melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dari 

kewajibannya kepada bank dalam jangka waktu 

tertentu yang dituangkan dalam Surat Pernyataan 

Kesanggupan Debitur.  

b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

kredit bermasalah dalam perjanjian kredit adalah 

sebagai berikut:  

Faktor intern bank, yang meliputi: 

1) Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank 

melakukan analisis kelayakan permintaan 

kredit yang diajukan oleh debitur; 

2) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem 

pengawasan dan administrasi kredit mereka; 

3) Campur tangan yang berlebihan daripara 

pemegang saham bank dalam keputusan 

pemberian kredit; dan 

4) Pengikatan jaminan kredit yang kurang 

sempurna. 

Faktor ekstern, yang meliputi: 

1) Kegagalan usaha debitur; 

2) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya 

suku bunga kredit; 

3) Pemanfaatan iklim persaingan dunia 

perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang 

tidak bertanggung jawab, dan; 
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4) Musibah yang menimpa perusahaan debitur.  

c) Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan apabila 

debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit, bahwa 

pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi, 

akan tetapi tetap berusaha melakukan pendekatan 

persuasive terhadap nasabah. Pendekatan ini 

dilakukan agar sedapat mungkin diperoleh 

penyelesaian kredit bermasalah secara damai tanpa 

melalui eksekusi. Untuk itu upaya-upaya 

penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh 

bank adalah : Rescheduling, Reconditioning, dan 

Restructuring. Proses litigasi akan ditempuh oleh 

bank, apabila nasabah debitur beritikad tidak baik, 

maka berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan yang 

menjadi jaminan kredit debitur dapat dilakukan 

eksekusi menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996, tetapi dalam realita praktek harus ada 

persetujuan fiat eksekusi dulu dari Ketua 

Pengadilan Negeri. 
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